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Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia
mulai dari tahap persiapan, keberangkatan, dan penempatan. Namun dalam pel aksanaannya terdapat
kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang salah satu
alasannya adal ah adanya kesamaan kewenangan antarainstansi pemerintah dalam pelindungan dan
penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Penelitian ini melakukan analisis kewenangan antar
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia
dengan melakukan penelitian terhadap kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan
melakukan kajian implementasi kewenangan tersebut di wilayah Jawa Barat sesual dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya.
Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder melalui studi
dokumen dan dianalisis secara kualitatif yang didukung hasil wawancara kepada informan. Hasil Penelitian
adalah walaupun terdapat kesamaan kewenangan antarainstansi pemerintah dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya, namun
dalam implementasinya di Jawa Barat pel aksanaan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia
dapat dilaksanakan, namun hal ini memunculkan potensi tidak terlaksananya dengan baik pelaksanaan tugas
tersebut apabila terdapat koordinasi dan kerja sama yang kurang baik antar instansi pemerintah.

...... The Indonesian Government has an obligation to protect Indonesian Migrant Workers starting from the
preparation, departure and placement stages. However, in itsimplementation thereis alack of seriousness
by local governments in protecting Indonesian Migrant Workers, one of the reasons for which isthe
similarity of authority between government agencies in the protection and placement of Indonesian Migrant
Workers. In this research, we conducted an analysis of the division of authority between the central
government and regional governments in the protection and placement of Indonesian Migrant Workers by
conducting research on the division of authority between the central government and regional governments.
The research method used is doctrinal research using secondary data through document study and qualitative
analysis supported by the results of interviews with informants. The results of the research are that although
there are similarities in authority between government agenciesin Law Number 18 of 2017, in its
implementation in West Java the implementation of the protection and placement of Indonesian Migrant
Workers can be implemented, but this gives rise to the potential for non-implementation properly carrying
out these dutiesif there is poor coordination and cooperation between government agencies.
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